BUPATI TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAI
NOMOR : 24 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGALI,

a, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
tentang Rencana

Menimbang

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana

Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli

Tengah Tahun 2021,

.Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092); ; .

2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerrintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia lahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485) dan ditetapkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas  Sistem Kevangan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor i34,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 442 1.

4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerivtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan PemeriMah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistetn
Keuangan uniuk Penanganan Palldcmi Cofona Virus Disease 2019
(Covid-19) danfatau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indofesia Tabun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarall Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan LeMbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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11,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 1! Tahun 2020 Cipta Kerjo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara chublik indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tapun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomors, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan  Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Rcepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Dacrah
(Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Taa Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, ‘Sfcna Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jrrka
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Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20
19

hlastfl-.aSI Kale fidsi dan Nomenklatur Perencanaan Pemb i D

anguna

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tathun 29 )

* 2019

Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang
a Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

Pedoman Penyusunan Rencan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496),

tera Utara Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Suma
Jangka Panjang Dacrah (RPJPD)

ang Rencand Pembangunan
i Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025;
Nomor 5 Tahun 2019 tentang

aerah (RPJMD) Provinsi

tent
Provins

gran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Perat
Jangka Menengah D

Rencana Pembangunan

Sumatera Utara Tabun 2019- 2023,
aerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanul

“Tengah Tahun 2006 — 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengaht Nomor 8 Tahun 2013

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2013-2033;

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016

Pembentukan Perangkat Daerah  Kabupaten Tapanuli Tengah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peratu?an
Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Dacrah Nomor 10 Tahun 2016tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah;

Peraturan D:

uran Daerah Kabupaten Tap'muhI Tengah Nomor 5 Tahun 2017

lentang Rencana ‘
Pembangunan Janka Menengah Kabupaten Tapamuli

Tengah Tahun 2017-2022: o
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21, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 1gh =
ahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Tapanul
anul g

Tengah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN:

TENTANG PERUBAHAN RENCANA

. PERATURAN BUPATI
DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN

KERJA PEMERINTAH
TAPANULI TENGAH TAHUN 2021.

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
5 Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagat

unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

4. Dewan Perwakilan Rak yat Daerah yang selan
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanyi;

jutnya disingkat dengan

Tengah;
5 Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupate™ Tapanuli Tengah;

6, Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari
Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas
Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan:

7. Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah yang selanjutnya disingkat
RPIMD  ad:

, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 5 (lima) tahun;

8 Rencana Kerj i i
e k;arja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

aiah Dokumen Perencanaan Pemban
gunan Daerah untuk jangka wak
T Jangka waktu

9 Rencama Kerjs i
# a2 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang  sehnn
disingkat ja-SK ; ™

gkat Renia-SKPD adleh dok
| # ORImen  perencanaan SKPD
periode | (satu) Tahun;

untuk
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah y

ang selanj
APBD ad lah rencana keuangan t njutn

Ya disingk
‘ a
ahunan Pemerint =

ahan d;
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; acrah yang

1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja  Dagrah,
Tah yang
ang memugy kebijakan

bidang pendpatan, behnja dan pembiayaan s ¢tg asums;
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen y

yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya sl
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan

DPRD.
BAB 1I

PENETAPAN DAN SISTEMATIKA RKPD TAHUN 2022
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adajah
memuat program-program priofitas yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah  Kabupaten maupun dengan dukungan pembiayaan dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2021 disusun

dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab 1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2021

Bab [iI Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI Penutup

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 202 dimaksud pada ayat
(1) dimuat dalam' Lampiran yang merupakan bagian vang tidak dapat

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan sebagai:

(1) Pedoman bagi setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Tengah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD);

(2) Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun
2021.

BAB 11
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini demgan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 925  Agustus 2021

BUPATI TAPANULI TENGAH,

J

BAKHTIA MAD SIBARANI

Scanned with CamScanner



